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P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Balikpapan yang memeriksa dan  memutus  perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara:

SUDIANSON  DAMANIK,  Agama  Kristen,  Jenis  Kelamin  Laki-laki,  WNI,

Tempat / Tgl Lahir : P. Siantar, 07 April 1972, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, ,

Berakamat di Jl. D. I. Panjaitan No. 53 RT/RW. 066/000 Kel/Desa. Karang Rejo

Kec. Balikpapan Tengah Dalam hal ini memberi kuasa kepada LASMA LESTARI

NAINGGOLAN,S.H  &  PARTNERS  pada  kantor  Advokat  LASMA  LESTARI

NAINGGOLAN,S.H yang beralamat di Jl. Pemuda Perumahan Batakan Asri 2

Blok  B.1  No.  3  Kel.  Manggar  Kec.  Balikpapan  Timur  Kota  Balikpapan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT ; 

Lawan:

ERNI SUMANTI PURBA, Alamat Jl. Bunga Matahari No. 38 RT. 055 RW. 001

Kel.  Klandasan  Ilir  kec.  Balikpapan  Selatan.  Selanjutnya  disebut  sebagai

TERGUGAT; 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatan  tanggal  24

Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Balikpapan  pada  tanggal  27  Januari 2023  dalam  Register  Nomor

12/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat

menurut Agama Kristen pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2005 yang

diberkati  di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Dolog Huluan

Propinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dihadapan dan

dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana dalam surat

kutipan Akta Perkawinan Nomor :  043/477/WNI/2006 pada tanggal  13

Maret 2006.
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3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki

seorang anak yang Bernama ALFREDO MAXMILLION DAMANIK yang

lahir pada tanggal 22 Mei 2006 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 251/2008.

4. Bahwa  setelah  perkawinan  berlangsung  Penggugat  &  Tergugat  telah

hidup  bersama  sebagai  suami  istri  dan  menjalani  kehidupan  rumah

tangga  yang  begitu  harmonis,  Penggugat  selalu  bersikap  baik  dan

melakukan  kewajibannya  sebagai  suami  yang  baik  terhadap  Tergugat

dan  Tergugat  juga  sangat  baik  dan  sangat  penuh  perhatian  terhadap

Penggugat.

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan

TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun

setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai

goyah,  sering  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  Penggugat  dan

Tergugat yang menimbulkan terjadinya percekcokan dan berakhir dengan

pertengkaran  dan  tidak  ada  lagi  ketenangan  dalam  rumahtangga

Penggugat dan Tergugat,  perselisihan dan  adanya  pertengkaran secara

terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya : 

a. Bahwa sekitar bulan April  tahun 2016 rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan  Tergugat  memiliki  Pria

idaman  lain  sehingga  Tergugat  tidak  perduli  dan  tidak

memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat lagi. 

b. Bahwa  sejak  awal  Pernikahan  Penggugat  selalu  memberikan

kewajiban berupa pemenuhan kebutuhan dirumah tangga beserta

keperluan Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Pemenuhan

kebutuhan  jasmani  dan  rohani  juga  dilakukan  oleh  Penggugat,

Penggugat  bekerja  keras  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan

dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi

Tergugat  menyalah  gunakan  gaji  atau  pendapatan  Penggugat

sebagaimana  Tergugat  selalu  pergi  dengan  pria  idaman  lain

dengan  menggunakan  gaji  atau  pendapatan  Penggugat,  hal

tersebut sangat menyakiti dan melukai hati Penggugat dan yang

paling  menyakitkan  bagi  Penggugat  ialah  Tergugat  rela

meninggalkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  masih  kecil

(duduk dikelas 5 SD), membawa dan mencairkan uang Asuransi

Pendidikan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  dan  uang  tersebut

digunakan Tergugat untuk menemui Pria idaman lain.
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c. Bahwa meskipun pekerjaan Penggugat yang selalu jauh dari istri

dimana jadwal kerja Penggugat harus berada dilokasi kerja dalam

kurun waktu sekitar dua bulan dan memiliki waktu cuti sekitar satu

bulan  dirumah  Bersama-sama  dengan  istri  dan  anak  dan

Penggugat  berusaha  menciptakan  kedamaian  didalam  rumah

tangga akan tetapi Tergugat tidak pernah menghargai kehadiran

Penggugat. 

d. Bahwa  selama  Penggugat  berada  dilokasi  kerja,  Penggugat

mendapatkan  informasi  dari  beberapa  orang  bahwa  Tergugat

sering  sekali  diantar  jemput  oleh  Pria  lain  dan  tidak

memperhatikan  anak  Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat

mempertanyakan  hal  tersebut  akan  tetapi  Tergugat  selalu

mengelak dan tidak bersedia berbicara atau mengangkat telpon

dari Penggugat. 

e. Bahwa sekitar tahun 2017 Ketika Penggugat off (cuti)  kerja dan

pulang  kerumah   Penggugat  tidak  menemukan  keberadaan

Tergugat  dirumah  dan  pergi  meninggalkan  rumah,  membawa

semua  barang-barang  milik  Tergugat  dan  meninggalkan  anak

Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan kasih

sayang dan perhatian dari seorang Ibu yang melahirkannya, jelas

hal  ini  sangat  melukai  dan sangat  menyakiti  hati  dan perasaan

Penggugat.

f. Bahwa  Ketika  Penggugat  tidak  menemukan  Tergugat  dirumah

sehingga Penggugat memiliki  inisiatif  untuk menghubungi kedua

orang  tua  Tergugat  dan  meminta  agar  datang  ke  Balikpapan

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Ketika kedua orang

tua  Tergugat  telah  sampai  di  Balikpapan  tempat  kediaman

Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  Penggugat  meminta  agar

kedua orang tua Tergugat  menghubungi  Tergugat  agar  tergugat

bersedia untuk Kembali Bersama Penggugat akan tetapi Tergugat

tidak  bersedia  untuk  Kembali  lagi  kepada  Penggugat  sehingga

kedua  orang  tua  Tergugat  pasrah  akan  nasib  rumah  tangga

anaknya  dan  memberikan  kebebasan  untuk  membuat  suatu

keputusan  dalam rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  sebab

Tergugat lebih memilih untuk tinggal Bersama dengan Pria idaman

lain Tergugat. 

g. Bahwa  segala  cara  dan  kesempatan  telah  Penggugat  berikan

kepada Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
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penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak juga ada jalan terbaik

meskipun  telah  mempertemukan  kedua  pihak  keluarga  antara

Penggugat dan Tergugat. 

h. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini  tahun 2023 hampir enam

tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak

Tergugat,  Tergugat  tidak  pernah  Kembali,  Tergugat  juga  tidak

pernah  lagi  memberikan  nafkah  lahir  maupun  batin  kepada

Penggugat. 

i. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi

untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang rukun, harmonis

dan Bahagia yang ada adalah kesengsaraan baik lahir  maupun

batin  sehingga  Penggugat  memutuskan  untuk  mengakhiri

hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

j. Bahwa  atas  apa  yang  telah  terjadi  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik dan

perceraian  jalan  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

masalahnya agar  masing-masing pihak tidak  melanggar  norma-

norma hukum serta agama.

6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

tidak  apat  dipertahankan  lagi  maka  Penggugat  mengajukan  Gugatan

cerai ini.

7. Bahwa  dengan  demikian  tujuan  dari  perkawinan  untuk  membentuk

Rumah  Tangga  yang  Bahagia  dan  kekeal  sebagaimana  diamanatkan

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

tidaklah tercapai,  dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,

untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan

perceraian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  huruf  B dan F Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.

1  Tahun  1974  dan  agar  kiranya  Pengadilan  Negeri  Balikpapan

menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena

perceraian dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No.  9  Tahun  1975,  mohon  agar  diperintahkan  kepada  Panitera

Pengadilan  Negeri  Balikpapan  untuk  mengirimkan  Salinan  putusan

perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan

Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan

untuk itu. 
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Berdasarkan uraian ytang penggugat telah sampaikan diatas, maka penggugat

mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat

dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  26  Agustus  2005  sebagaimana  telah

dinyatakan  sah  berdasarkan  Kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor  :

043/477/WNI/2006  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2006  PUTUS

karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  atau  pejabat

yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah

berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  Kota  Balikpapan  untuk  didaftarkan  dalam buku  yang

tersedia untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

penggugat datang sendiri  di  persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir

kepersidangan meskipun telah dipanggil  secara sah dan patut,  sebagaimana

Relaas tanggal 02 Februari 2023, 23 Februari 2023 dan _________  sehingga

upaya  mediasi  dan  /atau  upaya  damai  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam

Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  No.1  tahun  2016  tidak  dapat

dilaksanakan oleh  karena  itu  Pengadilan  berpendapat  tergugat  telah  tidak

menggunakan  haknya  untuk  membela  kepentingannya  di  persidangan  dan

Sidang pemeriksaan perkara ini  dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak

Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan

secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memberikan  saran  dan

nasehat  kepada  penggugat,  namun  tidak  berhasil  dan  tetap  akan  bercerai

melalui  persidangan ini,  kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat

yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan

materi gugatan ;  
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Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Foto  copy  sesuai  dengan  asli  Kutipan  Akta  Perkawinan  No.

043/477/WNI/2006 tertanggal 13 Maret 2006,   diberi tanda P - 1 ; 

2. Foto  copy  sesuai  dengan  asli   utipan  Akta  kelahiran  Nomor  :  251/2006

tertanggal   5  September  2006   Atas  Nama  ALFREDO  MAXMILLION

DAMANIK,  diberi tanda P - 2 ;

3. Foto  copy  sesuai   dengan  asli   Kartu  Keluarga  Nama Kepala  Keluarga

SUDIANSON DAMANIK  No.  6471041906090018 tertanggal  05-02-2016,

diberi tanda P - 3 ;

4. Foto  copy  sesuai  dengan  asli  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  NIK  :

6471040704720001  tertanggal   12-08-2016  atas  nama  SUDIANSON

DAMANIK,  diberi tanda  P - 4  ;

5. Foto copy sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN PISAH tertanggal 3

Maret 2023,  diberi tanda  P - 5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut:

1. ZAINAL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2015. 

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. 

- Bahwa Waktu saksi kenal dengan Penggugat mereka sudah menikah 

- Bahwa Isteri Penggugat namanya  Erni Sumanti Purba. 

- Bahwa  masalah  antara  Penggugat   dan   Tergugat  yang   saksi  tahu

Penggugat pernah curhat sama saksi dia bilang istrinya jalan sama laki-

laki lain  dan selingkuh. 

- Bahwa  Saksi  tidak  tahu  Apakah  dari  perkawinannya  Penggugat  dan

Tergugat dikaruniai anak karena tidak pernah cerita masalah anak. 

- Bahwa  Sekarang  Penggugat  dan  Tergugat   sudah  tidak  tinggal  satu

rumah lagi.

- Bahwa Terakhir saksi melihat Tergugat  pada Tahun 2022. 

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat  sudah

tidak satu rumah lagi   

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  satu  rumah  lagi  kalau

menurut cerita dari Penggugat  sekitar  1 (satu)  Tahun lebih. 

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri hanya diceritain Penggugat. 
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- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar. 

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal  di  Jl.D.I. Panjaitan No. 53 RT. 066

Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah.

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi sekarang Tergugat tinggal dimana. 

2. YUSRAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga.

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. 

- Bahwa Isteri Penggugat namanya siapa  Erni Sumanti Purba. 

- Bahwa  Saksi  hanya  pernah  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar. 

- Bahwa yang  saksi tahu saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan laki-

laki lain dan mereka kelihatan mesra sekali.. 

- Saya  tidak  tahu  Apakah  dari  perkawinannya  Penggugat  dan  Tergugat

dikaruniai anak karena saksi tidak memperhatikannya. 

- Bahwa  Sekarang  Penggugat  dan  Tergugat   sudah  tidak  tinggal  satu

rumah lagi dan saksi tahu sendiri kalau Penggugat dan Tergugat  sudah

tidak satu rumah lagi   Kurang lebih 1 (satu) Tahunan lebih. 

- Bahwa Saksi   mendengar  sendiri  penggugat  dan Tergugat  bertengkar

karena saksi tetangga samping rumah Penggugat dan Tergugat. 

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal  di  daerah Karang Rejo.

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi sekarang  Tergugat tinggal dimana. 

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini,  untuk menyingkat putusan ini  dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut

diatas ; 

Menimbang, bahwa  dalam dalil gugatannya, penggugat mendalillkan

pada pokoknya sebagai berikut ; 

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat

menurut Agama Kristen pada hari  Jumat,  tanggal  26 Agustus 2005 yang
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diberkati  di  Gereja  Kristen  Protestan  Simalungun  Resort  Dolog  Huluan

Propinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dihadapan dan

dibawah Kantor Catatan Sipil  Kota Balikpapan sebagaimana dalam surat

kutipan Akta Perkawinan Nomor : 043/477/WNI/2006 pada tanggal 13 Maret

2006.

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki

seorang anak yang Bernama ALFREDO MAXMILLION DAMANIK yang lahir

pada tanggal 22 Mei 2006 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

251/2008.

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat & Tergugat telah hidup

bersama sebagai suami istri dan menjalani kehidupan rumah tangga yang

begitu  harmonis,  Penggugat  selalu  bersikap  baik  dan  melakukan

kewajibannya  sebagai  suami  yang  baik  terhadap  Tergugat  dan  Tergugat

juga sangat baik dan sangat penuh perhatian terhadap Penggugat.

5. Bahwa  kerukunan  dan  keharmonisan  rumah  tangga  PENGGUGAT  dan

TERGUGAT  tidak  berjalan  lama,  mengingat  semenjak  beberapa  tahun

setelah  pernikahan  rumah  tangga  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT mulai

goyah, sering terjadi  perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat

yang  menimbulkan  terjadinya  percekcokan  dan  berakhir  dengan

pertengkaran dan tidak ada lagi ketenangan dalam rumahtangga Penggugat

dan Tergugat, perselisihan dan adanya pertengkaran secara terus menerus,

hal tersebut terjadi diantaranya : 

a Bahwa sekitar  bulan  April  tahun 2016 rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat memiliki Pria idaman lain

sehingga Tergugat tidak perduli dan tidak  memperhatikan Penggugat

dan anak Penggugat lagi. 

b. Bahwa sejak awal Pernikahan Penggugat selalu memberikan kewajiban

berupa  pemenuhan  kebutuhan  dirumah  tangga  beserta  keperluan

Pendidikan  anak  Penggugat  dan  Tergugat,  Pemenuhan  kebutuhan

jasmani dan rohani juga dilakukan oleh Penggugat, Penggugat bekerja

keras untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menyalah gunakan gaji

atau pendapatan Penggugat sebagaimana Tergugat selalu pergi dengan

pria  idaman  lain  dengan  menggunakan  gaji  atau  pendapatan

Penggugat, hal tersebut sangat menyakiti dan melukai hati Penggugat

dan  yang  paling  menyakitkan  bagi  Penggugat  ialah  Tergugat  rela

meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil (duduk
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dikelas 5 SD),  membawa dan mencairkan uang Asuransi  Pendidikan

anak Penggugat dan Tergugat dan uang tersebut digunakan Tergugat

untuk menemui Pria idaman lain.

c. Bahwa  meskipun  pekerjaan  Penggugat  yang  selalu  jauh  dari  istri

dimana jadwal kerja Penggugat harus berada dilokasi kerja dalam kurun

waktu  sekitar  dua  bulan  dan  memiliki  waktu  cuti  sekitar  satu  bulan

dirumah Bersama-sama dengan istri dan anak dan Penggugat berusaha

menciptakan kedamaian  didalam rumah tangga akan tetapi  Tergugat

tidak pernah menghargai kehadiran Penggugat. 

d. Bahwa  selama  Penggugat  berada  dilokasi  kerja,  Penggugat

mendapatkan  informasi  dari  beberapa  orang  bahwa  Tergugat  sering

sekali  diantar  jemput  oleh  Pria  lain  dan  tidak  memperhatikan  anak

Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  mempertanyakan  hal  tersebut

akan tetapi Tergugat selalu engelak dan tidak bersedia berbicara atau

mengangkat telpon dari Penggugat.

e. Bahwa sekitar tahun 2017 Ketika Penggugat off (cuti) kerja dan pulang

kerumah  Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat dirumah

dan pergi meninggalkan rumah, membawa semua barang-barang milik

Tergugat dan meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih

sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu yang

melahirkannya, jelas hal ini sangat melukai dan sangat menyakiti  hati

dan perasaan Penggugat.

f. Bahwa Ketika Penggugat tidak menemukan Tergugat dirumah sehingga

Penggugat  memiliki  inisiatif  untuk  menghubungi  kedua  orang  tua

Tergugat  dan  meminta  agar  datang  ke  Balikpapan  tempat  tinggal

Penggugat dan Tergugat,  dan Ketika kedua orang tua Tergugat telah

sampai  di  Balikpapan  tempat  kediaman  Penggugat  dan  Tergugat

sehingga  Penggugat  meminta  agar  kedua  orang  tua  Tergugat

menghubungi Tergugat agar tergugat bersedia untuk Kembali Bersama

Penggugat  akan  tetapi  Tergugat  tidak  bersedia  untuk  Kembali  lagi

kepada Penggugat  sehingga kedua orang tua  Tergugat  pasrah akan

nasib  rumah  tangga  anaknya  dan  memberikan  kebebasan  untuk

membuat  suatu  keputusan  dalam  rumahtangga  Penggugat  dan

Tergugat sebab Tergugat lebih memilih untuk tinggal Bersama dengan

Pria idaman lain Tergugat. 

g. Bahwa segala cara dan kesempatan telah Penggugat berikan kepada

Tergugat  untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  penggugat
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dan Tergugat akan tetapi  tidak juga ada jalan terbaik meskipun telah

mempertemukan kedua pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat.

h. Bahwa sejak  tahun  2017  hingga  saat  ini   tahun  2023 hampir  enam

tahun  lamanya  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  anak

Tergugat,  Tergugat  tidak pernah Kembali,  Tergugat juga tidak pernah

lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. 

i. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk

mempertahankan tujuan perkawinan yang rukun, harmonis dan Bahagia

yang  ada  adalah  kesengsaraan  baik  lahir  maupun  batin  sehingga

Penggugat  memutuskan  untuk  mengakhiri  hubungan  rumah  tangga

antara Penggugat dan Tergugat.

j. Bahwa atas apa yang telah terjadi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  dapat  lagi  dibina  dengan  baik  dan  perceraian  jalan

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama.

6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

apat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  itu

penggugat  telah  mengajukan  bukti  surat-surat  tertanda  P-1  s/d.  P-5  dan

menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama ZAINAL dan YUSRAN;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-5  maupun saksi-saksi

tersebut,  telah  diajukan  menurut  hukum acara  yang  berlaku,  sehingga  bukti

surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  penggugat  tersebut,  ternyata

tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah

dan patut,  sebagaimana Relaas tanggal  02 Februari  2023, 23 Februari  2023

dan _________  oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak

menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan  namun

meskipun  demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan

Penggugat  tersebut  berdasarkan  hukum  dan  cukup  alasan dan  Sidang

pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat

dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini  dijatuhkan dengan secara

Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  pihak  tergugat  tidak  hadir  di  muka

persidangan,   namun   demikian   pihak  penggugat  tetap  dibebani  untuk

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ; 
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Menimbang,  bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

mengenai  dalil  gugatan  antara  penggugat  dan  tergugat  telah  terikat

perkawinan ; 

Menimbang,  bahwa selanjutnya berdasarkan  bukti  surat  (P-1 s/d  P-5)

dan  keterangan  saksi 1. ZAINAL dan saksi 2. YUSRAN yang diajukan oleh

Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat telah

melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Agama Kristen pada hari

Jumat,  tanggal  26  Agustus  2005  yang  diberkati  di  Gereja  Kristen  Protestan

Simalungun Resort Dolog Huluan Propinsi Sumatera Utara dan telah tercatat

dihadapan  dan  dibawah Kantor  Catatan  Sipil  Kota  Balikpapan  sebagaimana

dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 043/477/WNI/2006 pada tanggal

13  Maret  2006  dan  sekarang  Penggugat  tinggal  di  D.  I.  Panjaitan  No.  53

RT/RW.  066/000  Kel/Desa.  Karang  Rejo  Kec.  Balikpapan  Tengah  sedang

Tergugat tinggal di Jl. Bunga Matahari No. 38 RT. 055 RW. 001 Kel. Klandasan

Ilir kec. Balikpapan Selatan sehingga dengan demikian  dengan berdasarkan

pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam

Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman

51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri

tempat  kediaman  Tergugat  (pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  9

Tahun  1975)  dan  apabila  tempat  kediaman  tergugat  tidak  jelas  atau  tidak

diketahui  atau  tidak  mempunyai  kediaman  tetap,  gugatan  diajukan  ke

Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  No.  9  Tahun  1975),  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  berwenang

secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka

Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  apakah  perkawinan

Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.1

berupa  Foto  copy  sesuai  dengan  asli  Kutipan  Akta  Perkawinan  No.

043/477/WNI/2006 tertanggal 13 Maret 2006;

Menimbang,  bahwa dari  bukti  surat  P.1 diperoleh  fakta  bahwa

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Agama

Kristen  pada hari  Jumat,  tanggal  26  Agustus  2005 yang diberkati  di  Gereja

Kristen Protestan Simalungun Resort  Dolog Huluan Propinsi Sumatera Utara

dan telah tercatat dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan

sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 043/477/WNI/2006

pada tanggal 13 Maret 2006  ; 
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Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1  tersebut merupakan akta otentik

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan

pembuktian  sempurna  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1870  KUH

Perdata ; 

Menimbang,  bahwa  nilai  kekuatan  pembuktian  (bewijskracht)  diatur

dalam Pasal 1870 KUH Perdata : 

 Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah : 

1. Sempurna (volledig bewijskracht), dan 

2. Mengikat (bedinde bewijskracht) ; 

 Berarti  apabila  Akta  Otentik  yang  diajukan  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil  dan   pada  dirinya  sekaligus  melekat  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijskracht) ; 

 Dengan  demikian  kebenaran  isi  dan  pernyataan  yang  tercantum  di

dalamnya :  

 sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut

di dalam akta ; 

 juga  sempurna  dan  mengikat  kepada  hakim  sehingga  hakim  harus

menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil

putusan  atas  penyelesaian  perkara  yang  disengketakan   (M.  Yahya

Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ; 

Menimbang,  bahwa  batas  minimalnya  pembuktian  akta  otentik  cukup

pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada

akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada  dasarnya : (ibid, hal. 546)   

 dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti

yang lain ; 

 dengan  demikian,  secara  berdiri  sendiri,  alat  bukti  akta  otentik  dengan

sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;  

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta

otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-1 dapat disimpulkan

bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut

Agama Kristen pada hari  Jumat,  tanggal  26  Agustus  2005 yang diberkati  di

Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Dolog Huluan Propinsi Sumatera

Utara  dan  telah  tercatat  dihadapan  dan  dibawah  Kantor  Catatan  Sipil  Kota

Balikpapan  sebagaimana  dalam  surat  kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor  :

043/477/WNI/2006 pada tanggal 13 Maret 2006,  dengan demikian pengadilan

berpendapat  bahwa  SUDIANSON  DAMANIK (Penggugat) dengan  ERNI

SUMANTI  PURBA (Tergugat) telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah
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sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  No.  1  tahun  1974

tentang Perkawinan ; 

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa selama pernikahan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  seorang  anak  yang  Bernama

ALFREDO  MAXMILLION  DAMANIK  yang  lahir  pada  tanggal  22  Mei  2006

tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 251/2008 ; 

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan bukti surat

bukti P-2 berupa Foto copy sesuai dengan asli  Kutipan Akta kelahiran Nomor :

251/2006 tertanggal  5 September 2006  Atas Nama ALFREDO MAXMILLION

DAMANIK;

Menimbang,  bahwa   dari  bukti  surat  P.2 diperoleh  fakta  bahwa

ALFREDO MAXMILLION DAMANIK adalah anak dari SUDIANSON DAMANIK

(Penggugat) dengan ERNI SUMANTI PURBA (Tergugat)

Menimbang, bahwa dari  bukti  surat  P-2  tersebut sehingga disimpulkan

bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak

yang  bernama  ALFREDO  MAXMILLION  DAMANIK  adalah  anak  dari

SUDIANSON  DAMANIK (Penggugat) dengan  ERNI  SUMANTI  PURBA

(Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

pokok permasalahan adalah  “apakah benar  antara  Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Tergugat

pergi meninggalkan rumah sehingga harus putus karena  perceraian” ;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  UU  No.1  Tahun  1974

tentang Perkawinan bahwa  Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

pria  dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19  Peraturan Pemerintah R.I No:

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan  bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : 

a. salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; 

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena

hal lain diluar kemampuannya ; 

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
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d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan pihak lain ; 

e. salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. antara suami  dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah

tangga ; 

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  percekcokan  yang  terus

menerus sehingga tidak  dapat  diharapkan untuk  berbaik  (berdamai)  kembali

yang  dalam  bahasa  asingnya  dikenal  dengan  istilah  onheel  baar  twespalt,

adalah  percekcokan  yang  mempunyai  frekwensi  yang  tinggi  serta  sifat  dari

percekcokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang

menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ; 

Menimbang,  bahwa  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  534

K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan  “bahwa dalam perceraian

tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab  percekcokan  atau  karena  salah

satu  pihak  telah meningggalkan pihak lain,  tetapi  yang perlu  dilihat  adalah

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau

tidak,  karena jika hati  kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu

sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah

satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka

pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik

agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang,  bahwa  apabila  Yurispudensi  Mahkamah  Agung  RI

diatas  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  dipersidangan,  dan  keterangan

saksi  ZAINAL  dan  saksi  YUSRAN dipersidangan  telah  sama-sama

menerangkan bahwa  Rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  awalnya baik-

baik saja, namun  kemudian  sering terjadi pertengkaran  karena Tergugat jalan

sama laki-laki  lain  dan selingkuh dan puncaknya Sekarang Penggugat  dan

Tergugat  sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis

hakim berpendapat  Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik

saja, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jalan sama

laki-laki lain  dan selingkuh dan puncaknya Sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  tinggal  satu  rumah  lagi  dan  Tergugat  sudah  tidak  memenuhi

kewajiban sebagai  istri  sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu

percekcokan  yang  terus  menerus,  tidak  perlu  dilihat  siapa  penyebab  dari

percekcokkan  tersebut,  namun  apabila  percekcokkan  tersebut  tidak  dapat
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dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir

batin  dari  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  dipersatukan  lagi,  dan  alasan

perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  juga  telah  terpenuhi,  sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat  dapat

dinyatakan  putus  karena  perceraian,  dan  oleh  karenanya  petitum  No.  2

gugatan  Penggugat  dalam  surat  gugatanya  yaitu Menetapkan  perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus

2005 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor :  043/477/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2006  PUTUS karena

Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat

sebagaimana  dalam  gugatan  Penggugat  yang  menyebutkan  agar

Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  atau  pejabat  yang

ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota

Balikpapan  untuk  didaftarkan  dalam  buku  yang  tersedia  untuk  itu

dipertimbangkan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  menentukan bahwa:  “Suatu perceraian dianggap terjadi  beserta

segala  akibat-akibatnya  terhitung  sejak  saat  pendaftarannya  pada  daftar

pencatatan  kantor  pencatatan  oleh  Pegawai  Pencatat,  kecuali  bagi  mereka

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang

menyebutkan:  “perceraian  wajib  dilaporkan  oleh  yang  bersangkutan  kepada

Instansi  Pelaksana  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  putusan

pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan

(2)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat

perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan

tersebut  maka  diperintahkan  kepada  Penggugat  untuk  melaporkan  salinan

Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor

Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota  Balikpapan agar  perceraian  ini

dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berdasarkan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  ke-4  yang  dimohonkan

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini

dipertimbangkan  sebagai  berikut  :  bahwa  menurut  ketentuan  hukum  yang

berlaku menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan

maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat

akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara  ini  sehingga

petitum ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat  akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1

tahun  1974,  Peraturan  pemerintah  nomor  :  9  tahun  1975  dan  peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-

undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; 

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan

pada  tanggal  26  Agustus  2005  sebagaimana  telah  dinyatakan  sah

berdasarkan  Kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor  :  043/477/WNI/2006  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota

Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2006  PUTUS karena Perceraian dengan

segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang

ditunjuk  untuk  mengirimkan  Salinan  Putusan  perkara  ini  yang  telah

berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan
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Pencatatan  Sipil  Kota  Balikpapan  untuk  didaftarkan  dalam  buku  yang

tersedia untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara  ini sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Negeri  Balikpapan,  pada hari  SENIN tanggal 10  April  2023 oleh

kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. dan

Lila  Sari,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,,  yang ditunjuk

berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor

12/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal  27  Januari 2023,  putusan  tersebut  pada  hari

RABU,  tanggal  12 APRIL 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota   tersebut,

Kari., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak

Tergugat.   

    Hakim Anggota, Hakim Ketua,

               Ari Siswanto, S.H., M.H          Imron Rosyadi, S.H.

      Lila Sari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

                                                           Kari. 
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Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.    30.000,-

2. ATK : Rp.    75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.  225.000,-

4. PNBP : Rp.    20.000,-

5. Materai : Rp.   10.000,-

6. Redaksi : Rp.   10.000,-

7. Sita Jaminan : Rp.           -

8. Pemeriksaan Setempat : Rp.           - 

J u m l a h           : Rp.  370.000,-          

(terbilang : tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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